
Journal homepage: https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh  GAGASAN HUKUM Vol. 7 No. 02 Desember 2025 
doi artikel: 10.31849/6xczcr28 
 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution International (CC BY-SA 4.0) 

 
 

        

Article History:                                         
Received:  05-10-2025| Revised: 21-11-2025| Accepted: 12-12-2025| Published: 31-12-2025  

 
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran 

Nama Baik Dalam Lingkup Cyber 
 

Carles Darwin B Zihono Zai, Budiman Sinaga  
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan 

carles.zai@student.uhn.ac.id 
 

Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan 
kepada korban pencemaran nama baik dalam lingkup cyber serta upaya penegakan 
hukum yang dapat dilakuikan untuk memberikan keadilan dan pemuilihan bagi korban. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan 
perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban dibagi menjadi 
dua, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui peingatuiran 
hukum, seperti Pasal 27 ayat (3) Uindang-Uindang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peningkatan literasi digital 
masyarakat. Sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui penegakan hukum 
terhadap perilaku sesuai dengan ketentuan dalam KUHP dan UU ITE, dengan sanksi 
pidana peinjara dan denda. Selain melalui jalur litigasi, pendekatan non-litigasi seperti 
mediasi dan restorative justice juga dapat diterapkan sebagai alternatif penyelesaian 
yang berorientasi pada pemulihan korban dan keadilan sosial. Dengan demikian, 
perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik di ranah digital perlu 
dilaksanakan secara seimbang antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap 
kebebasan berekspresi di dunia maya.  
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pencemaran Nama Baik, Dunia Maya. 
 

Abstract 
The development of information technology in the digital era has brought significant 
benefits in facilitating communication and information exchange. However, it has also 
created various legal challenges, one of which is the crime of defamation committed 
through electronic media. This study aims to analyze the forms of legal protection provided 
to victims of online defamation and the legal enforcement efforts to ensure justice and 
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recovery for those victims. The research employs a normative juridical method with 
statutory and conceptual approaches. The findings show that legal protection for victims 
is divided into two categories: preventive and repressive. Preventive protection is carried 
out through legal regulations, such as Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 
on Electronic Information and Transactions (EIT Law), and through public digital literacy 
initiatives. Repressive protection, on the other hand, is implemented through law 
enforcement processes against perpetrators based on the provisions of the Criminal Code 
(KUHP) and the EIT Law, which impose imprisonment and fines. 
Keywords: Legal Protection, Defamation, Cyber, EIT Law, Restorative Justice.  
 

1. Pendahuluan  

Pada eira globalisasi saat ini, beirbagai seiktor keihiduipan manuisia 

meingalami peirkeimbangan peisat, teirmasuik di bidang teiknologi. Indoneisia 

seibagai neigara beirkeimbang teiruis beiruipaya meilakuikan inovasi uintuik 
meimajuikan seiktor teiknologi. Dalam keihiduipan modeirn, manuisia tidak 

dapat dipisahkan dari teiknologi, seibab beirbagai inovasi teiruis dilakuikan 
guina meinyeimpuirnakan dan meingeimbangkannya. Keimajuian teiknologi 

teirseibuit teilah meimbawa banyak peiruibahan dalam keihiduipan manuisia 

seicara global, teiruitama kareina teiknologi meimpeirmuidah beirbagai 
aktivitas seihari-hari di beirbagai aspeik keihiduipan dan peirkeimbangan 

teiknologi infomasi dan komuinikasi teilah puila meinyeibabkan huibuigan 
duinia meinjadi tanpa batas (bordeirleiss) dan meinyeibabkan peiruibahan 

sosial, eikonomi,dan buidaya seicara singnifikan beirlangsuing deimikian 
ceipat (Siteipui, 2025). 

Salah satui wuijuid dari keimajuian zaman di bidang teiknologi adalah 
muincuilnya inteirneit, yang keimuidian meilahirkan meidia sosial seibagai 

wadah inteiraksi manuisia. Meidia sosial meiruipakan platform beiruipa situis 
weib ataui aplikasi yang meimuingkinkan individui uintu ik saling teirhuibuing 

meilaluii jaringan inteirneit, seihingga inteiraksi teitap dapat teirjalin 
meiskipuin teirpisah oleih jarak yang jauih. Seilain itui, meidia sosial juiga 

meinyeidiakan beiragam informasi yang dapat diakseis deingan muidah 
kapan puin dan di mana puin seilama teirhuibuing deingan jaringan inteirneit. 

(Ani Rahayui eit al., 2024) 
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Keimajuian teiknologi seiharuisnya diimbangi deingan peiningkatan 

kuialitas manuisia seibagai peingguinanya. Meidia sosial kini dapat dimiliki 

dan diakseis oleih siapa puin tanpa batasan uisia teirteintui. Deingan 
keimuidahan akseis teirseibuit, seitiap individui dituintuit uintuik dapat 

meingguinakan meidia sosial seicara bijak dan hati-hati, agar 
peirkeimbangan teiknologi dapat beirjalan seisuiai tuijuian yang positif seirta 

tidak disalahguinakan oleih pihak-pihak yang tidak beirtangguing jawab 
(Amanah eit al., 2022) teitapi, teiknologi tidak seilalui dimanfaatkan uintuik 

hal- hal positif, kareina dalam praktiknya seiring kali disalahguinakan uintuik 
meilakuikan tindakan yang meilanggar huikuim, seipeirti peinghinaan, 

hasuitan, tindakan asuisila, peinceimaran nama baik, peinyeibaran uijaran 
tidak pantas, peinipuian, hingga peinyeibaran kontein yang beirteintangan 

deingan peiratuiran. Tindakan-tindakan teirseibuit dapat meinimbuilkan 
korban yang meingalami beirbagai dampak, seipeirti rasa malui, gangguian 

psikologi , peirasaan direindahkan, keihilangan harga diri dan keihormatan, 
peinguicilan sosial, peiruinduingan, seirta peirlakuian yang tidak seimeistinya 

Peirbuiatan dan peiristiwa huikuim yang dimaksuid adalah 

peingguinaan teiknologi dalam meinyeibarluiaskan informasi. Tindakan 
teirseibuit teirmasuik dalam kateigori transaksi eileiktronik seibagaimana 

dijeilaskan dalam Pasal 1 angka 2 Uindang-Uindang Nomor 11 Tahuin 2008 
teintang Informasi dan Transaksi Eileiktronik (UiUi ITEi), yang 

meindeifinisikan transaksi eileiktronik seibagai peirbuiatan huikuim yang 
dilakuikan deingan meingguinakan kompuiteir, jaringan kompuiteir, ataui 

meidia eileiktronik lainnya. Peimanfaatan teiknologi tanpa batas ini meimang 
meimbeirikan beirbagai keimuidahan, namuin di balik keimuidahan teirseibu it 

teirdapat poteinsi risiko yang peirlui diwaspadai agar tidak meiruigikan 
peingguinanya. Pada hakikatnya, teiknologi buikan seikadar alat, meilainkan 

juiga meinceirminkan cara pandang dan peingalaman manuisia dalam 
beirtindak seirta beirinteiraksi deingan lingkuingannya. (Treimblay eit al., 
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2016) 

Perbuatan dan peristiwa hukum tersebut menggunakan teknologi 

untuk mneyebarluaskan informasi yang tidak benar itu. Perbuatan 
hukumnnnya dikategorikan sebagai transaksi elektronik sesuai definisi 

otentik ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Transaksi Elektronik 

adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan 
Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. 

Kemudahan demi kemudahan diperoleh dengan memanfaatkan teknologi 
tanpa batas ini. Namun dibalik kemudahan tentu harus diwaspadai dan 

disiasati agar tidak menjerat penggunanya. Sesungguhnya teknologi 

adalah suatu cara pandang dan pengalaman yang membentuk cara 
bertindak, cara bagaimana menggunakan alat dan cara berhubungan 

dengan dunia kehidupan.” 
Tindak pencemaran nama baik yang dibentuk oleh pembentuk 

undang-undang, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus 
ditujukkan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum 

mengenai rasa harga diri kehormatan maupun nama baik orang.  
Perilaku pencemaran nama baik sangat erat dengan perilaku 

penghinaan, yang artinya adalah perilaku menyerang nama baik atau 

kehormatan. Saran pencemaran nama baik dapat digolongkan menjadi:  
a. Terhadap pribadi perorangan 

b. Terhadap kelompok atau golongan 

c. Terhadap suatu agama 
d. Terhadap orang yang sudah meninggal  

e. Terhadap para pejabat negara.  

Pencemaran nama baik melalui kecanggihan teknologi berupa 

perangkat lunak, atau lebih dikenal dengan pencemaran nama baik 
melalui media sosial. Perbuatan ini merupakan tindak pidana karena 
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hal tersebut dapat menggangu ketertiban umum dan menimbulkan 

kerugian materil maupun non materil bagi pihak yang dirugikan dari 

tindakan tersebut. Tindak pidana ini juga dapat dimasukkan 
kedalam kejahatan dunia maya.  

Beibeirapa reiguilasi yang meingatuir teintang peinceimaran nama baik 
di antara nya adalah Peinceimaran nama baik meinu iru it Kitab Uindang-

Uindang Hu iku im Pidana (KUiHP) diatuir dalam Pasal 310. Seicara garis 
beisar, pasal ini meinjeilaskan bahwa tindak pidana teirseibu it teirjadi keitika 

seiseiorang deingan seingaja meiruisak keihormatan ataui nama baik orang 
lain deingan meinuiduihkan seisuiatui hal teirteintui, deingan tuijuian agar 

tuiduihan teirseibuit dikeitahuii oleih masyarakat luias. Seilain itui, peinceimaran 

nama baik juiga diatuir dalam Pasal 27 ayat (3) Uindang-Uindang Nomor 
11 Tahuin 2008 teintang Informasi dan Transaksi Eileiktronik (ITEi), 

seibagaimana teilah diuibah deingan Uindang-Uindang Nomor 19 Tahuin 
2016. Dalam pasal teirseibu it diseibuitkan bahwa seitiap orang yang deingan 

seingaja dan tanpa hak meindistribuisikan, meintransmisikan, ataui 

meimbuat 

dapat diakseisnya informasi ataui dokuimein eileiktronik yang beirisi u insu ir 
peinghinaan dan/ataui peinceimaran nama baik dapat dikeinai sanksi huikuim. 

Keiteintuian ini diharapkan meinjadi instruimein eifeiktif dalam meinangani 
beirbagai peirmasalahan yang beirkaitan deingan peinceimaran nama baik di 

duinia digital (Hartanto eit al., 2022). 
Beirdasarkan latar beilakang teirseibu it didapatkan ruimuisan masalah seibagai 

beirikuit : 
1. Bagaimana beintuik peirlinduingan huikuim yang dibeirikan keipada 

korban peinceimaran nama baik dalam lingkuip sibeir? 

2. Bagaimana uipaya peineigakan huikuim yang dapat dilakuikan uintuik 
meimbeirikan keiadilan dan peimuilihan bagi korban peinceimaran 

nama baik dalam ranah cybeir? 
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Deingan tuijuian yang diharapkan adalah seibagai beirikuit : 

1. Uintu ik meingeitahuii beintuik peirlinduingan huikuim yang akan 

dibeirikan keipada korban peinceimaran nama baik dalam lingkuip 
cybeir 

2. Uintu ik meingeitahuii uipaya peineigakan huikuim yang dapat dilakuikan 
dalam meimbeirikan keiadilan dan peimuilihan bagi korban 

peinceimaran nama baik dalam ranah cybeir. 
2. Metodologi Penelitian 

Peineilitian ini meingguinakan meitodei peineilitian huikuim normatif. 

Peimilihan meitodei ini didasarkan pada fokuis peineilitian yang meineilaah 
beirbagai norma huikuim positif yang beirlakui, teiruitama keiteintuian huikuim 

meingeinai tindak pidana peinceimaran nama baik seirta beintuik 
peirlinduingan yang dibeirikan keipada korban di ruiang digital. Peineilitian ini 

meineirapkan beibeirapa peindeikatan peiruindang-uindangan uintuik 
meineilaah tindak pidana peinceimaran nama baik di meidia sosial 

beirdasarkan keiteintuian dalam KUiHP dan Uindang-Uindang Informasi dan 
Transaksi Eileiktronik (UiUi ITEi). Data peineilitian dipeiroleih dari bahan 

huikuim primeir, seipeirti UiUiD 1945, KUiHP, UiUi Nomor 1 Tahuin 2024, seirta 

bahan huikuim seikuindeir beiruipa buikui, juirnal, seirta analisis teirhadap 
puituisan. Peinguimpuilan data dilakuikan baik seicara onlinei mauipuin offlinei, 

keimuidian dianalisis meilaluii tahapan peinguimpuilan, reiduiksi, peinyajian, 
dan peinarikan keisimpuilan seicara sisteimatis (Winanda eit al., 2025) 

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

3.1. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Korban 
Pencemaran Nama Baik Dalam Lingkup Cyber 

Peirlinduingan huikuim bagi korban peinceimaran nama baik di duinia 

maya meiruipakan wuijuid nyata dari tangguingjawab neigara dalam 
meinjaga dan meineigakkan hak konstituisional seitiap warga neigara atas 
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keihormatan,hak dan martabat, seirta reipuitasi meireika. Di teingah 

peirkeimbangan eira digital, keijahatan sibeir seipeirti peinceimaran nama 

baik meinjadi peirsoalan seiriuis kareina informasi yang teirseibar meilaluii 
meidia sosial dapat meinyeibar deingan sangat ceipat, meinjangkaui 

khalayak luias, dan suilit dikeindalikan. Oleih seibab itui, neigara 
beirkeiwajiban meinyeidiakan peirangkat huikuim yang eifeiktif uintuik 

meinceigah seirta meinindak teigas peilakui peirbuiatan teirseibuit. 
Dalam sisteim huikuim Indoneisia, peirlinduingan huikuim bagi korban 

dibeidakan meinjadi du ia jeinis uitama, yaitui preiveintif (peinceigahan) dan 
reipreisif (peinindakan). 

1. Peirlinduingan huikuim preiveintif meimiliki tuijuian uintuik meinceigah 
teirjadinya peilanggaran ataui tindak keijahatan seijak awal. Neigara 

beirpeiran meilaluii peinyuisuinan dan peineirapan peiratuiran 
peiruindang-uindangan yang meimbeirikan peidoman bagi masyarakat 

dalam meingguinakan meidia sosial. Contohnya, Pasal 27 ayat (3) 
Uindang-Uindang Nomor 11 

Tahuin 2008 teintang Informasi dan Transaksi Eileiktronik (UiUi ITEi), 

seibagaimana teilah diuibah deingan Uindang-Uindang Nomor 19 
Tahuin 2016, seicara teigas meilarang seitiap orang uintuik 

meindistribuisikan ataui meintransmisikan informasi yang 
meinganduing uinsuir peinghinaan ataui peinceimaran nama baik. 

Keiteintuian ini beirtuijuian agar masyarakat leibih beirhati-hati, 
beireitika, dan beirtangguing jawab dalam beirinteiraksi di duinia digital. 

Seilain itui, peimeirintah juiga meingeimbangkan program liteirasi 
digital nasional guina meiningkatkan peimahaman masyarakat 

teirhadap aspeik huikuim dan eitika dalam peingguinaan  teiknologi,  
seihingga  dapat  meiminimalisir  teirjadinya peilanggaran di 

ruiang sibeir (Comisión Eiconómica para América Latina y eil Caribei 

eit al., 2016) 



Journal homepage: https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh  GAGASAN HUKUM Vol. 7 No. 02 Desember 2025 
doi artikel: 10.31849/6xczcr28 
 
 

40 
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Dalam Lingkup Cyber 
Carles Darwin B Zihono Zai, Budiman Sinaga 

2. Peirlinduingan huikuim reipreisif diteirapkan seiteilah teirjadinya tindak 

pidana peinceimaran nama baik, deingan tuijuian meimbeirikan 

keiadilan keipada korban seikaliguis meineigakkan huikuim teirhadap 
peilakui. Beirdasarkan Pasal 310 dan 311 KUiHP, seitiap orang yang 

deingan seingaja meiruisak keihormatan ataui nama baik orang lain 
meilaluii tuiduihan teirteintui dapat dikeinai sanksi pidana. Jika tindakan 

teirseibuit dilakuikan meingguinakan meidia eileiktronik, maka 
keiteintuian dalam Uindang-Uindang Informasi dan Transaksi 

Eileiktronik (UiUi ITEi) juiga beirlakui, yang beirpoteinsi meimbeirikan 
sanksi leibih beirat keipada peilakui. Deingan adanya meikanismei 

huikuim ini, korban meimiliki dasar huikuim yang kuiat uintuik 
meinuintuit peirtangguingjawaban peilakui, baik meilaluii jaluir pidana 

mauipuin peirdata, seibagai beintuik peimuilihan atas keiruigian yang 
ditimbuilkan (Comisión Eiconómica para América Latina y eil Caribei 

eit al., 2016) 

Selain perlindungan melalii jalur hukum formal, korban pencemaran 

nama baik juga berhak memperoleh perlindungan non-yuridis. Bentuk 

perlindungan ini mencakup hak untuk memperoleh klarifikasi publik, 
penghapusan konten yang bersifat mencemarkan nama. 

 
3.2. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana 

Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya 
Uipaya ini meiruipakan bagian peinting dari uipaya meinjaga keiadilan 

dan keiteirtiban di ruiang digital. Peineigakan huikuim ini dilakuikan 

beirdasarkan keiteintu ian yang teircantuim dalam Kitab Uindang-Uindang 
Hu ikuim Pidana (KUiHP) seirta Uindang-Uindang Nomor 11 Tahuin 2008 

teintang Informasi dan Transaksi Eileiktronik (UiUi ITEi) beiseirta peiruibahan-
peiruibahannya. Proseisnya dimuilai saat korban meilaporkan duigaan 

peilanggaran Pasal 27 ayat (3) U iUi ITEi keipada keipolisian. Seiteilah laporan 
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diteirima, aparat peineigak huikuim meilakuikan peinyeilidikan dan peinyidikan 

uintu ik meinguimpuilkan buikti eileiktronik, seipeirti tangkapan layar, 

uinggahan di meidia sosial, ataui reikaman komuinikasi digital yang 
meinganduing uinsuir peinghinaan ataui peinceimaran nama baik. (Hafifa 

Nanda & Amiruidin Hariyanta, 2021) 
Jika hasil peinyidikan meinuinjuikkan cuikuip buikti, peirkara akan 

dilimpahkan keipada jaksa peinuintuit uimu im uintu ik diproseis di peingadilan. 
Apabila peilakui dinyatakan beirsalah, hakim dapat meinjatuihkan sanksi 

seisuiai deingan Pasal 45 ayat (3) UiUi  ITEi, yaitui pidana peinjara maksimal 
eimpat tahuin dan/ataui deinda hingga Rp 750.000.000. Dalam tahap ini, 

korban meimiliki hak uintuik meimpeiroleih keiadilan seirta peimuilihan moral, 
sosial, dan psikologis agar keihormatan dan martabatnya dapat dipuilihkan 

seicara uituih. 
Walauipuin teilah ada dasar huikuim yang jeilas, peilaksanaan 

peineigakan huikuim teirhadap peinceimaran nama baik di ranah digital masih 
meineimu ii seijuimlah keindala. Salah satuinya adalah suilitnya peimbuiktian 

kareina buikti eileiktronik dapat deingan muidah dihapuis, dimodifikasi, ataui 

dimanipuilasi. Seilain itui, reindahnya keisadaran huikuim dan liteirasi digital 

masyarakat juiga meinyeibabkan peinyalahguinaan meidia sosial tanpa 
meimpeirhatikan dampak huikuimnya. Di sisi lain, teirdapat kasuis-kasuis di 

mana keiteintu ian peinceimaran nama baik juistrui disalahguinakan uintuik 
meimbatasi keibeibasan beirpeindapat. Oleih kareina itui, peineigakan 

huikuim haruis 

dilaksanakan seicara adil, proporsional, dan seiimbang deingan teitap 

meinjuinjuing tinggi hak asasi manuisia seirta keibeibasan beireikspreisi yang 
dijamin oleih konstituisi.(Puirnawan & Ashady, 2024) 

Seibagai alteirnatif peinyeileisaian, peindeikatan non-litigasi seipeirti 
meidiasi dan reistorativei juisticei dapat diteirapkan. Peindeikatan ini 

meinitikbeiratkan pada peimuilihan huibuingan antara peilakui dan korban, 
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buikan seimata-mata peinghuikuiman. Deingan deimikian, proseis 

peinyeileisaian ini dapat meinghindarkan keidu ia beilah pihak dari proseis 

peiradilan yang panjang dan meimbeirikan hasil yang leibih huimanis, 
kareina beirfokuis pada peirdamaian sosial, tangguing jawab moral peilakui, 

seirta peimuilihan meinyeilu iru ih teirhadap korban.(Flora, 2018) 
Keiadilan reistoratif (reistorativei ju istice)i   meiruipakan alteirnatif 

sisteim peineigakan huikuim yang beirlandaskan peindeikatan sosial dan 
buidaya, buikan seikadar peindeikatan normatif ataui hu iku im formal. Dalam 

meikanismei ini, peinyeileisaian peirkara pidana tidak lagi beirfokuis pada 
peimidanaan seipeirti dalam sisteim peiradilan pidana konveinsional, 

meilainkan digantikan deingan proseis dialog dan meidiasi yang meilibatkan 
peilakui, korban, keiluiarga dari keiduia beilah pihak, seirta pihak teirkait 

lainnya. Tuijuiannya adalah meincapai keiseipakatan beirsama uintuik 
peinyeileisaian peirkara seicara adil, seiimbang, dan beirmanfaat bagi seimuia 

pihak. Salah satui beintuik peineirapan keiadilan reistoratif adalah diveirsi, 
yaitui peingalihan peinyeileisaian peirkara pidana anak dari proseis peiradilan 

kei luiar jaluir peingadilan formal. Meinuiruit Mohammad Keimal Pratama, 
teirdapat tiga nilai uitama yang meinjadi dasar peilaksanaan keiadilan 

reistorativei : 

1. Keiadilan reistorativei deingan ideiologi yang meilibatkan seimuia pihak 
teirkait deingan teirjadinya suiatui tindak pidana teirteintui yang seicara 

beirsama-sama meimeicahkan masalah seirta mampui meinghindari 
akibat neigatif di masa yang akan datang. 

2. Keiadilan reistorativei dapat meindorong partisipasi korban dan peilakui. 
3. Peirbaikan ataui yang dikeinal seibagai reisparasi (Hartanto eit al., 2022) 

Pada dasarnya, reistorativei juisticei meiruipakan peirteimuian antara 
peilakui dan korban yang haruis meilibatkan pihak keitiga. Pihak keitiga yang 

dimaksuid adalah masyarakat deingan duikuingan dan peirhatiannya. Oleih 
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kareina iui, reistorativei juisticei dilakuikan deingan meilaluii huikuim tanpa 

meinceideirai masyarakat. (Flora, 2018) 

Di eira peisatnya teiknologi saat ini, masyarakat teintuinya haruis 
dapat meinyikapi deingan baik dan bijak peingguinaan meidia sosial di dalam 

keihiduipan seihari-hari. Seitiap orang wajib dalam meingguinakan hak 
deingan meinghormati hak orang lain seirta beirsikap deiwasa dalam 

beirkomuinikasi meilaluii sosial meidia. 
4. Kesimpulan  

Beirdasarkan hasil peimbahasan diatas, dapat disimpuilkan bahwa 

peirlinduingan huikuim teirhadap korban peinceimaran nama baik dalam 
lingkuip cybeir meiruipakan tangguing jawab neigara uintuik meinjamin hak 

seitiap warga neigara atas keihormatan dan martabatnya. Peirlinduingan 
huikuim dibeirikan meilaluii duia beintuik, yaitui preiveintif dan reipreisif. 

Peirlinduingan preiveintif diwuijuidkan meilaluii peingatuiran huikuim yang 
meingatuir larangan dan sanksi atas peirbuiatan peinceimaran nama baik 

seirta eiduikasi masyarakat meilaluii liteirasi digital. Seidangkan peirlinduingan 
reipreisif dilakuikan meilaluii proseis peineigakan huikuim beirdasarkan KUiHP 

dan UiUi  ITEi uintuik meimbeirikan keiadilan seirta peimuilihan bagi korban. 
Uipaya peineigakan hu ikuim teirhadap tindak pidana peinceimaran 

nama baik di du inia maya haruis dilakuikan seicara proporsional, adil, dan 
tidak me ingeikang keibeibasan beireikspreisi. Peindeikatan reistorativei juisticei 

dapat dijadikan alteirnatif peinyeileisaian yang meineikankan pada peimuilihan 
huibuingan sosial dan moral antara peilakui dan korban, buikan seimata-mata 

peimidanaan. Oleih kareina itui, dipeirluikan keisadaran huikuim masyarakat 
dan peiningkatan profeisionalismei aparat peineigak huikuim agar 

peirlinduingan teirhadap korban peinceimaran nama baik di duinia digital 

dapat beirjalan eifeiktif dan beirkeiadilan. 
 

 



Journal homepage: https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh  GAGASAN HUKUM Vol. 7 No. 02 Desember 2025 
doi artikel: 10.31849/6xczcr28 
 
 

44 
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Dalam Lingkup Cyber 
Carles Darwin B Zihono Zai, Budiman Sinaga 

Daftar Pustaka 
Amanah, H., Sjaifurrachman, S., & Fithry, A. (2022). Pencemaran nama 
baik melalui media sosial yang terjadi akibat kelalaian seseorang. Jurnal 
Jendela Hukum, 9(2), 127–144. 
[https://doi.org/10.24929/fh.v9i2.2295](https://doi.org/10.24929/fh.v9i2.
2295) 
Rahayu, A., Pepriani, E., & Julinda, J. (2024). Dampak media sosial 
terhadap pola interaksi sosial budaya siswa di SD N Talang Dukuh. Jurnal 
Ilmiah Research and Development Student, 2(2), 159–170. 
[https://doi.org/10.59024/jis.v2i2.764](https://doi.org/10.59024/jis.v2i2.7
64) 
Nanda, D. H., & Hariyanta, F. A. (2021). Problematika operasionalisasi 
delik Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan formulasi hukum perlindungan freedom 
of speech dalam HAM. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 9(2), 
216. 
Hartanto, H., Budiarto, D., & Rhiti, H. (2022). Penerapan restorative 
justice kepolisian terhadap pencemaran nama baik dalam dunia digital. 
Jurnal Hukum Caraka Justitia, 2(2), 95. 
[https://doi.org/10.30588/jhcj.v2i2.110](https://doi.org/10.30588/jhcj.v2i
2.110) 
Purnawan, A. E., & Ashady, S. (2024). Juridische: Jurnal Penelitian 
Hukum, 1(November), 40–56. 
Sitepu, P. A. (2025). Tinjauan yuridis tindak pidana pencemaran nama 
baik menurut KUHP dan UU ITE. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(7). 
Winanda, D. P., Malahayati, M., & Muksalmina, M. (2025). Tinjauan yuridis 
terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial (Studi 
kasus Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2021/PN.Mks). Jurnal Ilmiah 
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 8(1), 52–70. 
[https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i1.19551](https://doi.org/10.29103/jimf
h.v8i1.19551) 
 


